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RINGKASAN 

KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM 

INSTRUMEN PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA PADA 

PERKAWINAN YANG SUAMI TELAH MEMILIKI ANAK 

BIOLOGIS 

Oleh: 

 

Virnanda Angelika Aguelline1, Rahmida Erliyani2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman 

 

 

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya menciptakan 

ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan berbagai 

akibat yuridis, termasuk terbentuknya harta bersama sejak saat perkawinan 

dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang 

diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan merupakan milik kolektif 

suami dan istri yang pengelolaannya memerlukan persetujuan kedua belah 

pihak, tanpa memandang siapa yang secara faktual menghasilkannya. 

Lanskap hukum keluarga Indonesia kemudian mengalami transformasi 

mendasar melalui dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling 

berkaitan. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka ruang yuridis 

bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak 

hanya sebelum, tetapi juga selama masa perkawinan berlangsung melalui 

akta notaris, sehingga memberikan instrumen preventif yang lebih 

fleksibel dalam melindungi hak-hak ekonomi masing-masing pihak. 

Sementara itu, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas 

hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak lagi 

hanya terbatas pada ibu biologisnya, melainkan juga mencakup ayah 

biologisnya sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu 

pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA. Implikasi langsung dari 

putusan yang terakhir ini adalah timbulnya kewajiban nafkah bagi ayah 

biologis yang secara faktual berpotensi membebani harta bersama dalam 

perkawinan yang sah, padahal istri sah tidak pernah memiliki keterlibatan 

dalam hubungan yang melahirkan anak biologis tersebut. Di tengah 

kondisi demikian, Pasal 867 KUHPerdata yang mengatur bahwa anak 

yang lahir dari hubungan zinah atau sumbang hanya berhak atas "nafkah 

seperlunya" justru menjadi sumber kekaburan norma, sebab frasa tersebut 

tidak disertai parameter yang terukur mengenai ruang lingkup, besaran, 

maupun sumber pemenuhannya. Ketidakjelasan ini berpotensi membuka 
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ruang pembebanan yang tidak terkendali terhadap harta bersama dan 

merugikan kepentingan istri sah secara sistematis. Penelitian ini disusun 

untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana batas konsep 

nafkah seperlunya dalam pengaturan perlindungan hak anak biologis 

menurut KUHPerdata, serta bagaimana pengaturan konsep hukum tentang 

nafkah anak biologis sebagai instrumen perlindungan harta bersama. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bertipe 

doktrinal dan bersifat preskriptif, dengan bahan hukum primer berupa 

KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan 

Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan Mahkamah 

Konstitusi yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, 

artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan website internet. Landasan teoritik yang digunakan 

mencakup teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum serta teori 

proporsionalitas. 

Hasil penelitian ini adalah: 

1. Menunjukkan bahwa pengaturan hukum perdata Barat berdasarkan 

KUHPerdata telah membedakan secara tegas antara anak sah dan anak 

luar kawin. Anak luar kawin baru memperoleh hubungan keperdataan 

dengan ayah biologisnya melalui mekanisme pengakuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata, yang sekaligus melahirkan 

kewajiban nafkah. Khusus terhadap anak yang lahir dari hubungan 

zinah atau sumbang yang tidak dapat diakui berdasarkan Pasal 283 

KUHPerdata, Pasal 867 KUHPerdata memberikan perlindungan 

berupa hak atas "nafkah seperlunya." Namun demikian, frasa tersebut 

tidak dilengkapi dengan parameter yang jelas dan terukur, sehingga 

menimbulkan kekaburan norma yang membuka ruang bagi berbagai 

penafsiran. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada 

ketidakpastian hukum bagi anak biologis, tetapi lebih dari itu 

menempatkan harta bersama dalam posisi rentan terhadap tuntutan 

yang tidak memiliki batas yang pasti. Untuk mengisi kekaburan norma 

tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan prinsip proporsionalitas 

sebagaimana dikembangkan oleh Robert Alexy melalui tiga sub-

prinsip yang bersifat hierarkis dan kumulatif. Sub-prinsip kesesuaian 

menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak biologis merupakan tujuan 

hukum yang legitim dan memiliki dasar yuridis yang sah berdasarkan 

Pasal 867 KUHPerdata jo. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

sehingga persoalannya bukan lagi apakah kewajiban itu ada, melainkan 

seberapa jauh batasnya. Sub-prinsip kebutuhan mengharuskan nafkah 

dipenuhi melalui cara yang paling minim dampak buruknya bagi pihak 

lain, yaitu dari harta pribadi suami berdasarkan kemampuan ekonomi 

riilnya setelah dikurangi seluruh kewajiban kepada keluarga sahnya, 

sebagaimana fondasi yuridisnya terdapat dalam Pasal 329a 

KUHPerdata yang secara eksplisit memerintahkan pertimbangan atas 
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tanggungan lain sebagai pembatas kewajiban. Sub-prinsip 

keseimbangan mensyaratkan bahwa manfaat nafkah bagi anak biologis 

harus sepadan dengan perlindungan hak istri sah atas harta bersama, 

berlandaskan Pasal 285 KUHPerdata yang melarang pengakuan anak 

luar kawin merugikan pasangan sah jo. Pasal 35-36 Undang-Undang 

Perkawinan. Dengan mengoperasionalkan ketiga parameter tersebut 

secara bersamaan, frasa "nafkah seperlunya" bertransformasi dari 

norma yang kabur menjadi instrumen yang sekaligus berfungsi sebagai 

batas minimum pemenuhan hak dasar anak biologis dan batas 

maksimum yang tidak boleh membebankan harta bersama tanpa 

persetujuan istri sah. 

2. Memperkuat temuan sebelumnya dengan menegaskan bahwa batasan 

kewajiban bapak biologis terhadap anak biologisnya harus 

dikonstruksikan secara tegas dalam tiga dimensi yang tidak dapat 

dipisahkan, yaitu batas substansi berupa pemenuhan kebutuhan dasar 

yang esensial saja, batas sumber berupa pemenuhan dari harta pribadi 

dan bukan dari harta bersama, serta batas proporsionalitas berupa 

pemenuhan yang hanya dapat dilakukan dari sisa kemampuan ekonomi 

setelah kewajiban terhadap keluarga sah terpenuhi terlebih dahulu. 

Tanpa konstruksi batas yang tegas dalam ketiga dimensi ini, kewajiban 

nafkah berpotensi berubah menjadi instrumen yang justru merusak 

keseimbangan dalam perkawinan dan menggerus harta bersama yang 

menjadi jaminan ekonomi keluarga sah. Dalam kerangka perlindungan 

harta bersama, Notaris memiliki peran yang sangat strategis melalui 

lima fungsi preventif yang saling melengkapi. Pertama, Notaris 

berwenang membuat perjanjian perkawinan yang memuat klausul 

pemisahan harta dan klausul pembatasan sumber nafkah, sehingga 

secara yuridis menutup kemungkinan harta bersama digunakan untuk 

memenuhi kewajiban yang lahir dari luar perkawinan. Kedua, Notaris 

berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak 

mengenai konsekuensi hukum keberadaan anak biologis berdasarkan 

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Ketiga, Notaris berfungsi sebagai 

legal filter yang memastikan klausul perjanjian tidak bertentangan 

dengan hukum, ketertiban umum, dan tidak merugikan hak minimal 

anak biologis atas nafkah seperlunya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) 

huruf a UUJN. Keempat, akta otentik yang dibuat Notaris memberikan 

kepastian hukum yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi 

sengketa di kemudian hari. Kelima, Notaris memastikan publisitas 

perjanjian melalui pencatatan resmi pada instansi yang berwenang agar 

perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, sinergi 

antara reinterpretasi proporsional atas frasa "nafkah seperlunya," 

konsistensi penerapan prinsip proporsionalitas, dan optimalisasi peran 

preventif Notaris merupakan satu kesatuan konstruksi hukum yang 

diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan dalam perlindungan harta 
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bersama sekaligus pemenuhan hak dasar anak biologis dalam praktik 

hukum keluarga di Indonesia. 
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KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM INSTRUMEN 

PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN YANG 

SUAMI TELAH MEMILIKI ANAK BILOGIS 

 

Oleh: 

 

Virnanda Angelika Aguelline3, Rahmida Erliyani4 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman 

 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Nafkah Seperlunya, Anak Biologis, Harta Bersama, Prinsip 

Proporsionalitas, Notaris 

 

 

Penelitian ini mengkaji kekaburan norma yang terkandung dalam frasa "nafkah 

seperlunya" berdasarkan Pasal 867 KUHPerdata dan implikasinya terhadap 

perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang suami telah memiliki anak 

biologis di luar perkawinan yang sah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh 

dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling berkaitan, yaitu Putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin 

hingga mencakup ayah biologisnya, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 

yang memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan 

berlangsung melalui akta notaris. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bertipe doktrinal 

dan bersifat preskriptif. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-

Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 

Perlindungan Anak serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "nafkah seperlunya" dalam Pasal 867 

KUHPerdata mengandung kekaburan norma yang dapat diisi melalui penerapan 

prinsip proporsionalitas secara kumulatif melalui tiga sub-prinsip, yaitu 

kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan. Nafkah anak biologis wajib dipenuhi 

dari harta pribadi ayah biologis setelah kewajibannya kepada keluarga sah 

terpenuhi, dan tidak boleh membebani harta bersama tanpa persetujuan istri sah. 

Notaris berperan strategis secara preventif melalui pembuatan perjanjian 

perkawinan, penyuluhan hukum, fungsi legal filter, penciptaan kepastian hukum 

melalui akta otentik, serta publisitas melalui pencatatan resmi, dengan batasan 

bahwa Notaris tidak dapat meniadakan hak nafkah anak biologis secara 

keseluruhan karena bertentangan dengan norma imperatif Pasal 867 KUHPerdata. 
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MOTTO 

 
“Kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh pencapaian besar, melainkan oleh 

kesetiaannya menjalani hal-hal kecil yang tak terlihat”. 

(Lukas 16:10) 
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